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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGANKOMERING ULU

NOMOR3TAHUN 2013
TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban lalu lintas dan
angkutan jalan serta pelayanan terhadap kebutuhan
ruang parkir kendaraan, maka perlu diatur
Penyelenggaraan Parkir dalam wilayah Kabupaten Ogan
Komering Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004  tentang  Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

6. PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana danLalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3529).

7. Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007
tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan antara
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Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun
1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994
tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003
tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri
SipildilingkunganPemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang
terdiri dari atas lalu  lintas, angkutan Jalan, jaringan lalu lintas dan
Angkutan Jalan, Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Kendaraan,
Pengemudi,Pengguna Jalan, serta pengelolanya.

5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu
tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan diruang
lalu lintas jalan.

6. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul
dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan.
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7. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas,
terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat
pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman penggunaan
jalan, alat pengawasaan dan pengamanan jalan, serta fasilitas
pendukung.

8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas
rel.

10. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang
diselenggarakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

11. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan
untuk angkutan Barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

12. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang berada di dalam ruang milik
jalan dan di luar ruang milik jalan antara lain perkir ditepi jalan umum,
taman parkit, gedung parkir dan tempat lainnya yang sejenis.

13. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas parkir diluar
ruang milik jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang
diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan
menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum;

14. Fasilitas Parkir didalam ruang milik jalan adalah fasilitas parkir yang
diselenggarakan ditempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa,
atau jalan kota yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas
dan/atau marka jalan.

15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

16. Rambu parkir adalah rambu-rambu lalu intas yang menunjukan tempat
parkir.

17. IzinPenyelenggaraanTempatParkirselanjutnyadisingkatdengan IPTP
adalahIzinPenyelenggaraan tempat parkir di luarruangmilikjalan.

18. Marka parkir adalah bagian dari marka jalan yang menjadi batas parkir
kendaraan.

BAB II
PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 2
Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu lintas umum wajib dilengkapi
dengan perlengkapan jalan berupa:

a. rambu lalu lintas;

b. marka jalan;

c. alat pemberi isyarat lalu lintas;

d. alat penerangan jalan;

e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;

f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;

g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan

h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada
dijalan dan diluar badan jalan.


